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A B S T R A K  

Pengelolaan wakaf secara produktif pada sektor pertanian yang dilakukan 
PC Persis Kertasari Kabupaten Bandung selain dilakukan untuk 
menjadikan kemanfaatan dari aset wakaf itu berkesinambungan, juga 
dapat menjadi sumber pendanaan umat. Akan tetapi, permasalahan timbul 
ketika masa tanam telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat kegiatan 
pentas musik dangdut. Hal ini berimplikasi pada pembatalan ahli waris 
dari Muwakif yang keberatan jika lahan wakaf yang diwakafkan 
keluarganya pada tahun 2013 dipakai untuk acara pentas dangdut 
tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis fikih wakaf dan UU Wakaf No 41 Tahun 
2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan 
Kertasari Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah 
yuridis normative dengan sumber data terdiri dari data primer dan 
sekunder. Kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, Pengelolaan wakaf produktif 
yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung 
belum sesuai dengan ketentuan fikih wakaf dan kedua, Pengelolaan wakaf 
produktif di PC Persis Ketarsari juga belum sesuai dengan UU Wakaf  
No. 41 tahun 2004 terutama pada aspek pengawasan. 

Kata Kunci : Wakaf; Pengelolaan; Hukum Islam. 
 

 
A B S T R A C T  

Productive waqf management in the agricultural sector carried out by PC 
Persis Kertasari, Bandung Regency, is not only carried out to make the 
benefits of waqf assets sustainable, it can also be a source of funding for the 
people. However, problems arise when the planting period has expired, and 
the function is changed as a place for dangdut music performances. This has 
implications for the cancellation of the heirs of Muwakif who objected that 
the waqf land which was donated by his family in 2013 was used for the 
dangdut performance. Based on the problems above, the purpose of this study 
is to analyze the waqf fiqh and the Waqf Law No. 41 of 2004 on the 
management of productive waqf in PC Persis, Kertasari District, Bandung 
Regency. The research method used is normative juridical with data sources 
consisting of primary and secondary data. Then the data analysis was carried 
out in a qualitative descriptive manner. The results of this study are first, the 
management of productive waqf carried out by PC Persis, Kertasari District, 
Bandung Regency, is not in accordance with the provisions of waqf fiqh and 
second, the management of productive waqf in Persis Ketarsari PC is also not 
in accordance with the Waqf Law no. 41 of 2004, especially in the aspect of 
supervision. 
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A. Pendahuluan 

Wakaf di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia dalam UU Wakaf No. 41 
Tahun 2004. Wakaf dapat menjadi salah satu pilar ekonomi bagi umat Islam karena dimensi kemanfaatan 
wakaf erat kaitannya dengan hal-hal sosial dan ekonomi. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: 

 
Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di 
Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar 
berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, 
tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan 
tanah tersebut?' Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah 
tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab 
menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun 
dihibahkan." (Abdullah Ibnu Umar) berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum 
kerabat, budak-budak belian, jihad fii sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya 
juga boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya 
sekedarnya (Al Quraisy, n.d.). 

Hadits tersebut ditempatkan oleh Imam Muslim pada Kitab Wakaf hadits nomor 1005 serta dari 
keterangan hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa justru pada awalnya wakaf dalam Islam ditujukan pada 
sektor ekonomi yang bersifat produktif yaitu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, dan 
bukan dimanfaatkan untuk sarana sosial atau sarana keagamaan lainnya. Selain itu, dalam teks (matan) hadits 
di atas, pihak pengelola wakaf berhak pendapatkan sebagaian hasil wakaf (upah) yang dikelola secara produktif 
tersebut secara proporsional sesuai kesepakatan pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa dalam lembaga wakaf selain terdapat unsur Shadaqah Jariyah (ukhrawi), juga terdapat unsur 
bisnis atau tijarah (duniawi) dalam pengelolaannya. 

Dalam wakaf tidak ada yang memiliki tanah wakaf tersebut, dalam wakaf hanya ada istilah Nadzir yaitu 
orang/badan yang diberi amanah untuk mengelola tanah wakaf agar tanah wakaf tersebut menjadi 
produktif.(Salsabila & Abdurrahman, 2021) Pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif oleh nadzir 
diatur dalam Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif tersebut 
banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan Islam serta lembaga pendidikan 
Islam seperti Pesantren. Wakaf yang dikelola produktif dimaksudkan agar pengelolaan dari asset wakaf yang 
ada dapat berkesinambungan kemanfaatannya dan berkembang. Kemudian hasil dari pengelolaan tersebut 
disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan lahan pertanian, lokasi 
perdagangan atau pasar dan lain-lainnya yang dapat memberikan konstribusi pendanaan. 

Perkebunan merupakan salah satu sektor penopang kehidupan ekonomi yang strategis khususnya di 
wilayah kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung (Reynelda, 2017). Pentingnya lahan pertanian yang ada 
untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik, maka PC Persis Kecamatan Kertasari mulai menggarap 
beberapa tanah wakaf jamaah yang di kelola Bidgar Wakaf PC Persis Kecamatan Kertasari untuk dimanfaatkan 
sebagai lahan pertanian bagi para anggota Jamaah PC Persis Kertasari serta masyarakat umum lainnya. Alasan 
pengelolaan tanah wakaf yang dimanfaatkan bagi sektor pertanian tersebut karena sifatnya yang abadi berguna 
untuk menghindari konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang banyak terjadi kasusnya di 
wilayah Kecamatan Kertasari. Selain itu, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika 
diproduktifkan menjadi lahan pertanian khususnya bagi anggota Jamaah Persis itu sendiri (Hidayat, 2021).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nadzir bahwa tanah wakaf yang dikelola PC Persis 
Kecamatan Kertasari mencapai 2.686. meter persegi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, 
madrasah, dan lapangan untuk shalat ied. Sisanya dilakukan untuk lahanpertanian untuk membantu kegiatan 
PC Persis Kecamatan Kertasari (Hidayat, 2021). Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam salah 
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satu jenis sayuran telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat outbond. Selain itu, terdapat adanya kegiatan 
pentas musik dangdut.  Hal ini berimplikasi pada tindakan ahli waris dari muwakif yang menarik kembali Akta 
Ikrar Wakaf dari pihak PC Persis Kertasari pada tahun 2013 karena merasa keberatan jika lahan wakaf yang 
diwakafkan keluarganya digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pentas musik dangdut (Qibtiah, 2021). 

Pada tahun 2017, pihak keluarga muwakif mengembalikan dokumen Akta Ikrar Wakaf yang berupa 
Surat Pernyataan Wakif (tahun 2010) kepada pihak PC Persis Kertasari sebagai bentuk itikad baik pihak 
keluarga muwakif untuk mewujudkan tujuan muwakif dalam mewakafkan lahan tersebut kepada Jam’iyyah 
Persis yang berada di wilayah Kecamatan Kertasari dan berharap pihak PC Persis Kertasari melakukan 
pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan lahan yang diwakafkan muwakif dari sejak tahun 2010. Namun 
setelah Akta Ikrar Wakaf diperbaharui di tahun 2021, masih terjadi penyalahgunaan lahan wakaf ketika lahan 
tersebut tidak digunakan untuk keperluan pertanian, dimana pihak penyewa lahan menggunakan lahan tersebut 
untuk pagelaran musik tanpa diketahui oleh pihak PC Persis Kertasari (Hidayat, 2021).  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fikih 
wakaf terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Dan 
untuk menganalisis UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 terhadap pengelolaan wakaf produktif di PC Persis 
Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. 

Wakaf Proktif menurut Fikih Wakaf dan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 
Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk 
penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT (Pedoman Pengelolaan Dan 
Pengembangan Wakaf, 2000). Menurut Fikih Wakaf dan para ulama dari kalangan Mazhab Syafi’iyyah 
berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna 
prosedur wakaf. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan 
pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta 
yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang 
diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak 
dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut (Al Zuhaili, 2008).  

Sementara wakaf dalam UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan 
hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan 
kesejahteraan umum menurut syariah (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf Bab I Pasal I, 
2004). Tujuan dan Fungsi Wakaf Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik 
yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya. 

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif adalah harta 
benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan 
sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya 
dan lain-lain (Qahaf, 2005). Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk 
kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan 
pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang 
diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf (Agustiano, 2008). 

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan 
donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat 
berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan 
bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi 
pelayanan sosial wakaf. Pendapat Muhammad Syafi’i Antonio yang dikutip dari buku prof Jaih Mubarok, 
mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola 
manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggungjawab 
(Mubarok, 2008).  

Landasan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan wakaf yang dikelola secara produktif disandarkan pada 
aturan yang termaktub dalam Pasal 42 UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan: “Nazhir wajib 
mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.” Terkait 

https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20210712291628911
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ketentuan tersebut, maka dalam upaya pengembangan Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pengelolaan 
dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif”. 

Berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (2) UU Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di atas, maka hak dan 
kewajiban nazir dalam upaya mengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan 
wakaf yang dikelola berdasarkan prinsip syari’ah dan dilakukan secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar 
terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, terdapat 5 (lima) prinsip syari’ah 
mengenai harta wakaf, yaitu (1) Harta benda yang diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat 
dikembangkan secara terus menerus. (2) Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan 
oleh wakif dan nazir dapat mengembangkan manfaatnya. (3) Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan 
bervariasi untuk kepentingan secara umum. (4) Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan 
dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk. (5) Pengelola (nazir) ditetapkan untuk menunjukkan 
bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik.  

Prinsip-prinsip di atas telah tertuang pada Undang-undang perwakafan Indonesia sebelumnya, akan 
tetapi prinsip nomor 5 tersebut adalah merupakan tambahan yang dituangkan pada Bab V dalam UU Nomor 
41 Tahun 2004 tersebut. 

Lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang banyak terjadi kasusnya di wilayah Kecamatan 
Kertasari. Selain itu, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan 
pertanian khususnya bagi anggota Jamaah Persis itu sendiri (Hidayat, 2021). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nadzir bahwa tanah wakaf yang dikelola PC Persis 
Kecamatan Kertasari mencapai 2.686. meter persegi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, 
madrasah, dan lapangan untuk shalat ied. Sisanya dilakukan untuk lahanpertanian untuk membantu kegiatan 
PC Persis Kecamatan Kertasari (Hidayat, 2021). Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam salah 
satu jenis sayuran telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat outbond. Selain itu, terdapat adanya kegiatan 
pentas musik dangdut. Hal ini berimplikasi pada tindakan ahli waris dari muwakif yang menarik kembali Akta 
Ikrar Wakaf dari pihak PC Persis Kertasari pada tahun 2013 karena merasa keberatan jika lahan wakaf yang 
diwakafkan keluarganya digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pentas musik dangdut (Qibtiah, 2021). 

Pada tahun 2017, pihak keluarga muwakif mengembalikan dokumen Akta Ikrar Wakaf yang berupa 
Surat Pernyataan Wakif (tahun 2010) kepada pihak PC Persis Kertasari sebagai bentuk itikad baik pihak 
kelaurga muwakif untuk mewujudkan tujuan muwakif dalam mewakafkan lahan tersebut kepada Jam’iyyah 
Persis yang berada di wilayah Kecamatan Kertasari dan berharap pihak PC Persis Kertasari melakukan 
pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan lahan yang diwakafkan muwakif dari sejak tahun 2010. Namun 
setelah Akta Ikrar Wakaf diperbaharui di tahun 2021, masih terjadi penyalahgunaan lahan wakaf ketika lahan 
tersebut tidak digunakan untuk keperluan pertanian, dimana pihak penyewa lahan menggunakan lahan tersebut 
untuk pagelaran musik tanpa diketahui oleh pihak PC Persis Kertasari (Hidayat, 2021). 
 
B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode yuridis-normatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang meliputi data-
data hasil wawancara, dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke objek penelitian yaitu pengurus 
(Tasykil) PC Persis Kertasari khususnya pada Bidgar Perwakafan dan data-data hasil observasi dan 
dokumentasi terkait pelaksanaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari. Kemudian data sekunder berupa 
literature terkait pengelolaan wakaf secara produktif. Adapun analisis data dilakukan melalui pendekatan 
kualitatif. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 

Pengelolaan wakaf secara produktif pada dasarnya merupakan implementasi dari praktek wakaf pada 
masa awal Islam. Hal ini dapat dilihat dari riwayat wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab setelah peritiwa 
perang Khaibar berdasarkan hadits berikut: 

 



Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) 

e-ISSN 2798-5350 | p-ISSN 2808-3474 17/18 

 
Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, 
maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai 
Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut 
lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut?' Lalu 
Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat 
menyedekahkan hasilnya. Abdullah Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan hasil tanah 
itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." (Abdullah Ibnu Umar) 
berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak-budak belian, jihadfi 
sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya juga boleh memakan sebagian hasilnya 
dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya (Al Quraisy, n.d.).  

Berdasarkan keterangan hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa justru pada awalnya perwakafan 
dalam Islam ditujukan pada sektor ekonomi yang bersifat produktif yaitu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian 
atau perkebunan, dan bukan dimanfaatkan untuk sarana sosial atau sarana keagamaan lainnya. 

Selain dari sisi peruntukannya, koteks perwakafan juga sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak 
bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi 
pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, 
wakaf  itu umumnya benda berujud tidak bergerak yaitu tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah. 
Kemudian dari sisi penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (wâkif) dengan ketentuan bahwa 
untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank 
tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan. Dari permasalah tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari 
wakaf itu sendiri terutama dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian umat, maka pengelolaan 
perwakafan mulai dilakukan kepada sektor produktif. 

Menurut Fikih Wakaf, Rasulullah SAW membolehkan untuk menahan asal harta dan menyedekahkan 
hasilnya, hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan harta itu keluar dari pemiliknya dengan syarat sampai harta 
tersebut menjadi tertahan. Bagi pemiliknya tidak boleh untuk menjual dan menarik kembali dalam keadaan 
apapun, seperti halnya orang yang telah menyedekahkan hasil dari harta benda maka dia tidak boleh menjual 
pokoknya dan tidak pula mewariskannya. Terkait hal tersebut, maka pihak Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari 
selaku nadzir dapat dikategorikan telah memberikan sedekah dengan menginzinkan pemanfaatan lahan wakaf 
ketika tidak diperuntukan untuk pertanian digunakan untuk sektor lain seperti hal-hal yang terkait pendidikan 
dan dakwah. 

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung 
dari aspek rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi dari aspek manajemen 
wakaf produktif yang meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum 
sepenuhnya dapat dijalankan terutama pada unsur pengawasan, karena lahan wakaf tersebut terkadang masih 
digunakan untuk hal-hal selain pertanian. 

Pada prinsipnya, perwakafan yang diselenggarakan dan dikelola oleh Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari 
diperuntukan untuk kesejahteraan jamaah internal Persatuan Islam. Hal ini tentu sejalan dengan konsep 
perwakafan menurut Fikih Wakaf dimana wakaf harus dapat memberikan kemanfaatan yang abadi bagi umat.  
Apabila benda wakaf tersebut tidak lagi bisa bermanfaat atau tidak maksimal untuk diambil manfaat atau demi 
kepentingan yang lebih luas menuntut untuk melakukan perubahan atas harta benda wakaf tersebut. 

Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir dilakukan PC Persis Ketarsari 
sudah cukup baik, dengan menyewakan aset-aset yang dimiliki dilakukan PC Persis Ketarsari kemudian 
mengumpulkan hasilnya. Maka keuangan dilakukan PC Persis Ketarsari sangat terbantu dengan hal tersebut, 
dan berbagai perluasan pembangunan masjid dan madrasah pun dapat dilaksanakan, begitupun juga dengan 
aset-aset wakaf tersebut dapat terprlihara dengan baik bahkan ada yang sudah direnovasi bangunannya dalam 
bentuk permanen. 

https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20210712291628911
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20210921321593738
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Kegiatan perwakafan di PC Persis Kecamatan Kertasari pada umumnya dilakukan untuk sektor sosial 
dan keagamaan. Objek benda wakaf rata-rata merupakan lahan/tanah yang penggunaannya diperuntukan untuk 
masjid, madrasah maupun tempat pemakaman umum. Namun demikian, setelah pengurus PC Persis 
Kecamatan Kertasari membentuk struktur kepengurusan pewakafan melalui Bidgar Wakaf PC Persis Kertasari 
dengan sistem manajemen yang modern, bentuk perwakafan yang dikelola PC Persis Kecamatan Kertasari 
mulai membidik sektor produktif terutama sektor pertanian mengingat wilayah Kecamatan pangalengan 
memiliki topografi yang cocok untuk mengembangkan bidang pertanian. 

Wakaf yang dikelola oleh PC Persis Ketarsari sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian, maka 
dapat dikatakan bahwa, pencatatan dan pendaftaran tanah wakaf a yang merupakan aspek penting dan legalisasi 
hukum sudah dilakukan oleh muwakif dan pihak PC Persis Kertasari. Dalam hal ini, selama tanah wakaf  tercatat 
dan didaftarkan maka sertifikat pun bisa diterbitkan dari pihak BPN. Apabila ikrar wakaf ini dilangsungkan 
berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), dalam hal ini 
adalah pegawai KUA setempat, maka segala hal setelah wakaf  itu berlangsung maka semua permasalahan 
tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sehingga 
aspek legalitas wakaf yang ada di PC Persis Kertasari memiliki legalistas yang formil. 

Permasalahan terkait adanya indikasi penarikan Surat Pernyataan Wakaf dari pihak keluarga muwakif 
pada tahun 2013 telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian untuk tindaklanjuti dari pengembalian 
Surat Pernyataan wakaf di tahun 2017 oleh keluarga muwakif, pihak PC Persis Kertasari bersama pihak 
keluarga muwakif menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan nomor WT.2/11/24/III/2021 di hadapan 
KUA Kecamatan Kertasari. Dalam akta tersebut, tercatat yang menjadi nadzir adalah PP Persis atas nama K.H 
Aceng Zakaria. Pembuatan AIW ini menjadi dorongan bagi PC Persis Kertasari dalam mengelola asset wakaf 
secara maksimal terutama dalam hal pengawasan. 

Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Ketarsari telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang 
wakaf. Karena pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan ciri-ciri 
wakaf produktif menurut fikih wakaf, yaitu pola manajemen yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir, 
asas transformasi dan tanggung jawab. 

Lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang banyak terjadi kasusnya di wilayah Kecamatan 
Kertasari. Selain itu, potensi tanah wakaf yang besar akan sangat bermanfaat jika diproduktifkan menjadi lahan 
pertanian khususnya bagi anggota Jamaah Persis itu sendiri (Hidayat, 2021).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nadzir bahwa tanah wakaf yang dikelola PC Persis 
Kecamatan Kertasari mencapai 2.686. meter persegi yang sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, 
madrasah, dan lapangan untuk shalat ied. Sisanya dilakukan untuk lahan pertanian untuk membantu kegiatan 
PC Persis Kecamatan Kertasari (Hidayat, 2021). Akan tetapi, permasalahan timbul ketika masa tanam salah 
satu jenis sayuran telah habis, dan diubah fungsi sebagai tempat outbond. Selain itu, terdapat adanya kegiatan 
pentas musik dangdut.  Hal ini berimplikasi pada tindakan ahli waris dari muwakif yang menarik kembali Akta 
Ikrar Wakaf dari pihak PC Persis Kertasari pada tahun 2013 karena merasa keberatan jika lahan wakaf yang 
diwakafkan keluarganya digunakan sebagai sarana penyelenggaraan pentas musik dangdut (Qibtiah, 2021).   

Pada tahun 2017, pihak keluarga muwakif mengembalikan dokumen Akta Ikrar Wakaf yang berupa 
Surat Pernyataan Wakif (tahun 2010) kepada pihak PC Persis Kertasari sebagai bentuk itikad baik pihak 
keluarga muwakif untuk mewujudkan tujuan muwakif dalam mewakafkan lahan tersebut kepada Jam’iyyah 
Persis yang berada di wilayah Kecamatan Kertasari dan berharap pihak PC Persis Kertasari melakukan 
pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan lahan yang diwakafkan muwakif dari sejak tahun 2010. Namun 
setelah Akta Ikrar Wakaf diperbaharui di tahun 2021, masih terjadi penyalahgunaan lahan wakaf ketika lahan 
tersebut tidak digunakan untuk keperluan pertanian, dimana pihak penyewa lahan menggunakan lahan tersebut 
untuk pagelaran musik tanpa diketahui oleh pihak PC Persis Kertasari (Hidayat, 2021). 

 
D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah 
pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dari 
aspek rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi dari aspek manajemen wakaf 
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produktif yang meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum 
sepenuhnya dapat dijalankan terutama pada unsur pengawasan, karena lahan wakaf tersebut terkadang masih 
digunakan untuk hal-hal selain pertanian. 

Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang 
wakaf. Karena pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan ciri-ciri 
wakaf produktif menurut fikih wakaf, yaitu pola manajemen yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazhir, 
asas transformasi dan tanggung jawab. 
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